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          ABSTRAK 
       Slamet Mashudin, 5116500182, Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan 
dalam Pensertipikatan Tanah (Studi Kasus di DesaWatukumpul Kecamatan 
Watukumpul Kabupaten Pemalang) 
       Tujuan penelitian ini untuk kesadaran hukum masyarakat pedesaan 
khususnya Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang 
dalam pensertipikatan tanah dan bagaimana proses pensertipikatan tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pemalang, dengan memilih tempat 
penelitian di Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang 
yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data diperoleh 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field 
research). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kesadaran hukum masyarakat dalam 
pensertipikatan tanah di Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten 
Pemalang sudah cukup baik. Masyarakat mulai menyadari pentingnya 
pensertipikatan tanah untuk melindungi tanahnya dari sengketa atau konflik 
pertanahan 2) Proses pensertipikatan tanah diatur melalui undang-undang yang 
berlaku dan BPN Kabupaten Pemalang memiliki wewenang untuk menerbitkan 
sertipikat tanah. Banyak hambatan-hambatan pemerintah dalam upaya 
meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di pedesaan, meskipun begitu 
pemerintah harus tetap melakukan upaya agar minat masyarakat untuk 
mendaftarkan tanah semakin tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 









      ABSTRACT 
       Slamet Mashudin, 5116500182, Legal Awareness of Rural Communities in 
Land Engagement (Case Study of Watukumpul Village, Watukumpul District, 
Pemalang Regency) 
       The purpose of this study is for the legal awareness of rural communities, 
especially Watukumpul Village, Watukumpul District, Pemalang District in land 
titling and how the land certification process is in the Pemalang District Land 
Office. 
       This research was conducted in Pemalang Regency, by selecting a research 
location in Watukumpul Village, Watukumpul District, Pemalang Regency which 
aims to obtain primary and secondary data. Data obtained using data collection 
techniques through field research (field research). 
       The results showed that: 1) Community legal awareness in land ownership in 
Watukumpul Village Watukumpul District Pemalang Regency was good enough. 
The community began to realize the importance of land titling to protect their land 
from land disputes or conflicts. 2) The process of land titling was regulated 
through applicable laws and the Pemalang District BPN had the authority to issue 
land certificates. There are many obstacles in the government efforts to raise 
public awareness, especially in rural areas, even so the government must continue 
to make efforts to increase community interest in registering land. 
       Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty 
of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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BAB  I  
    PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya 
sangat penting bagi makhluk hidup khususnya manusia. Segala aktifitas yang 
dilakukan manusia selalu berkaitan dengan tanah. Sejak manusia lahir hingga 
tiada, manusia bukan hanya memerlukan tanah hanya untuk tempat tinggal, 
tapi juga untuk memberikan manfaat sumberdaya untuk kelangsungan hidup 
manusia. Tanah merupakan tempat manusia melaksanakan hajat hidup, baik 
dahulu, sekarang, maupun untuk waktu yang akan datang. Tanah yang 
menjadi perekat bangsa, sebagian besar bahkan seluruh rakyat 
menggantungkan hidup dan kehidupannya pada tanah. 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang amat sangat luas diimbangi 
dengan jumlah penduduknya yang lebih dari 200 juta jiwa. Melonjaknya 
jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan makin terbatasnya 
jumlah tanah yang ada. Dengan adanya kondisi tersebut, manusia saling 
berlomba-lombauntuk memperebutkan tanah karena tanah memiliki nilai 
ekonomis dan nilai investasi yang tinggi dan menjanjikan di masa depan. 
Pada realitanya, Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya nilai ekonomis 
tanah mengakibatkan semakin tajamnya kesenjangan sosial antara mereka 
yang mempunyai akses yang memungkinkan penguasaan tanah bangunan 





membutuhkan tanah, namun berada dalam posisi yang tersudut. Tidak 
mustahil apabila ini dibiarkan berlangsung akan dapat menjadi pemicu 
berbagai kerawanan dibidang pertanahan.
1
 
Oleh karena itu, Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang 
membuat kebijakan mengeluarkan aturan-aturan yang mengikat terkait 
kepemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah yang tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 
Agraria, yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya Undang-
Undang Pokok Agraria, disingkat UUPA
2
. 
UUPA merupakan realisasi dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : 
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat” 
Pada tanggal 24 September 1960, Presiden Republik Indonesia Soekarno 
mengesahkan UUPA dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 104 tahun 1960. Dengan diundangkannya UUPA pada 
tanggal tersebut, sejak itu tanggal 24 September 1960 tercatat sebagai salah 
satu tanggal dan merupakan salah satu tonggak yang sangat penting dalam 
sejarah perkembangan agraria atau pertanahan di Indonesia pada umumnya 
dan pembaharuan Hukum Agraria/Hukum Tanah Indonesia pad khususnya. 
                                                             
1
Prof. Dr. Maria S.W Sumardjono, SH. MCL. MPA., Tanah Dalam Perspektif Hak 
Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 11. 
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UUPA adalah sebuah pedoman pokok yang mengatur masalah tentang 
pertanahan dan meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, 
dalam pasal 19 UUPA menyatakan bahwa : 
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : 
a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 
masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 
pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa 
rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 
tersebut. 
Pensertipikatan tanah adalah suatu kegiatan pendaftaran tanah berupa 
surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, 





yuridis yang termuat didalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data 
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 
Pensertipikatan tanah memberi perlindungan hukum kepada para 
pemegang sertipikat hak tersebut, dinyatakan dalam pasal 32 ayat (2), bahwa : 
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara 
sah atas nama orang/Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan 
itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa 
mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat 
itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat 
dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak 
mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 
penerbitan sertipikat tersebut.” 
 
Desa Watukumpul merupakan desa yang terdapat di Kecamatan 
Watukumpul Kabupaten Pemalang yang terkenal sebagai salah satu lumbung 
padi terbesar bagi Kabupaten Pemalang. Sebagian besar masyarakatnya 
memiliki matapencaharian sebagai petani. Banyaknya lahan dan sawah di 
desa tersebut menjadi perhatian bagi Pemerintah khususnya Instansi Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang dalam menjalankan misi Tertib 
Administrasi Pertanahan khususnya di Kabupaten Pemalang dalam 
pensertipikatan tanah demi menjamin kepastian hukum bagi pemilik Hak 
Atas Tanah tersebut dan tanahnya. 
Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai kesadaran masyarakat pedesaan dalam pensertipikatan 





Kabupaten Pemalang karena karena masih banyaknya tanah yang belum 
terdaftar status haknya.  
Maka peneliti akan menggunakan judul penelitian “KESADARAN 
HUKUM MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PENSERTIPIKATAN 
TANAH (Studi Di Desa Watukumpul, Kecamatan Watukumpul, 
Kabupaten Pemalang) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang 
akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat pedesaan khususnya Desa 
Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam 
pensertipikatan tanah? 
2. Bagaimana proses pensertipikatan tanah di Desa Watukumpul Kecamatan 
Watukumpul Kabupaten Pemalang? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun penelitian ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut : 
1. Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat pedesaan 
khususnya Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten 





2. Untuk mendeskripsikan proses pensertipikatan tanah di Desa 
Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam 
pensertipikatan tanah; 
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemerintah dalam proses 
pensertipikatan tanah di Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul 
Kabupaten Pemalang dalam pensertipikatan tanah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan wacana, bahan untuk 
memperkaya bacaan, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis 
untuk mengembangkan ilmu pegetahuan bagi perkembangan dan dunia 
pendidikan khususnya dibidang pertanahan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis  
- Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas 
Hukum Universitas Pancasakti Tegal 
- Untuk menambah informasi dan wawasan tentang kesadaran hukum 
masyarakat pedesaan dalam pensertipikatan tanah khususnya di desa 
Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. 
b. Bagi Instansi 
- Realisasi adanya misi tertib administrasi pertanahan 





c. Bagi Masyarakat 
- Menyadarkan tentang arti pentingnya hukum pertanahan. 
d. Bagi Akademis 
- Menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan 
dibidang pertanahan. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Penulis melakukan tinjauan pustaka sebagai pedoman penelitian dalam 
memberikan gambaran umum terhadap rumusan masalah. Berikut adalah 
beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis : 
1. Fitaya Khotijah (UNNES) pada tahun 2015 dari skripsi yang berjudul 
“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah di Desa 
Pegandon Kabupaten Kendal” Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat Desa Pekuncen terhadap 
pentingnya pendaftaran tanah bahwa pendaftaran tanah sangat baik 
dilaksanakan. Mereka menganggap bahwa pendaftaran tanah sangat 
penting untuk dilakukan karena dengan melakukan pendaftaran tanah, 
mereka mempunyai bukti atas hak milik tanahnya sehingga tidak dapat 
diganggu gugat oleh orang lain. Persamaan skripsi dari Fitaya Khotijah 
dengan penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian kualitatif yang sama-sama bermaksud untuk memahami 





persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Sedangkan perbedaan skripsi 
dari Fitaya Khotijah dengan penulis terletak pada tujuan penelitiannya, 
yaitu apabila penelitian dari Fitaya Khotijah untuk mengetahui persepsi 
masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal 
terhadap pentingnya pendaftaran tanah dan mengetahui tingkat kesadaran 
hukum masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten 
Kendal dalam pendaftaran tanah, sedangkan tujuan penelitian dari penulis 
sendiri yaitu untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat pedesaan 
khususnya Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten 
Pemalang dalam pensertipikatan tanah dan bagaimana proses 
pensertipikatan tanah. 
2. Jalu Akbar Kusuma (UII) pada tahun 2018 dari skripsi yang berjudul 
“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi 
Kasus di Kampung Pulo, Bekasi Selatan).Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat 
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah di 
kabupaten Bekasi, kota Bekasi dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan 
kurangnya berberapa aspek yaitu, kurangnya pengetahuan hukum, 
pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku masyarakat. Tetapi 
masyarakat Kampung Pulo mengharapkan perhatian lebih untuk persoalan 
ini, karena masyarakat Kampung Pulo benar-benar tidak mengetahui 
proses-proses pendaftaran tanah yang berlaku. Sebagaian masyarakat 





sertifikat tanah. Persamaan skripsi dari Jalu Akbar Kusuma dengan penulis 
terletak pada tujuan penelitiannya, yaitu salah satunya sama-sama ingin 
mengetahui tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mendaftarkan atau 
mensertipikatkan tanahnya. Sedangkan perbedaan skripsi dari Jalu Akbar 
Kusuma dengan penulis terletak pada metode penelitiannya, yaitu apabila 
penelitian dari Jalu Akbar Kusuma menggunakan jenis penelitian 
deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan dan menjelaskan data 
tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, sedangkan penulis 
yang menggunakan penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. 
3. Anna Octavina Triaryani (UNDIP) pada tahun 2017 dari Tugas Akhir  
yang berjudul “Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di 
Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 
2016” Metode Deskriptif Analitis adalah jenis dari penelitian ini. Hasil 
penelitian Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat 
Desa Tinggarjaya dalam pelaksanaan PRONA untuk mencapai target tertib 
administrasi pertanahan di Kabupaten Banyumas. Persamaan Tugas Akhir 
Anna Octavina Triaryani dan penelitian dari penulis adalah sama-sama 
memberi manfaat penelitian kepada masyarakat untuk menyadarkan 
tentang arti pentingnya hukum pertanahan. Sedangkan perbedaan Tugas 
Akhir Anna Octavina Triaryani dengan penelitian dari skripsi penulis 





Anna Octavina Triaryani menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis 
yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran 
terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul 
dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum., sedangkan penulis 
yang menggunakan penelitian kualitatif yang bermaksud untuk 
memahamifenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti 
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Adapun penelitian ini termasuk dalam jenis Field Research (Penelitian 
Lapangan). Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu “Suatu penelitian 
yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada 
dilapangan
3
. Field Research (Penelitian Lapangan) adalah penelitian yang 
menggunakan data primer. Sumber datanya dapat diperoleh melalui 
observasi, penyebaran angket, wawancara dan partisipasi. 
2. Pendekatan Penelitian 
Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 
oleh seorang peneliti dalam proses penelitiannya, sehingga dalam 
penelitian diperlukan suatu metode guna memudahkan serta mendapatkan 
hasil yang valid dan berkualitas dalam penelitian. Metode yang digunakan 
pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian 
kualitatif.Metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang 
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berisikan pemahaman, pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai 
gejala-gejala menjadi fokus penelitian. Karena pemahaman yang ingin 
dicapaidalam penelitian kualitatip, maka instrument penelitiannya 
merupakan pedoman dan teknik mengumpulkan data
4
. 
Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor dalam Moelong
5
 berpendapat 
bahwa: Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan 
pada latar dan individu secara utuh dan menyeluruh, serta tidak boleh 
terjadi diskriminasi terhadap individu tetapi harus tetap dipandang sebagi 
satu kesatuan yang utuh. 
Untuk lebih mendekatkan serta memudahkan spesifikasi penelitian ini, 
peneliti selain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif juga 
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun rangkaian proses 
pendekatan yuridis empiris ini menurut Ronny Hanitijo Soemitro
6
: “.... 
dimulai dengan perumusan permasalahan dan perumusan hipotesisi, 
melalui penetapan sampel, pengukuran variable, pengumpulan data dan 
pembuatan desain analisis, sedangkan seluruh proses berakhir dengan 
penarikan kesimpulan”. 
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Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris ini selain mengkaji 
tentang efektifitas hukum, juga kan membandingkan antara realitas hukum 
dan ideal hukum. Realitas hukum ini mempunyai maksud bahwa subyek 
hukum seharusnya bertingkah laku sesuai dengan kaidah hukum. 
Sedangkan ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam 
undang-undang. 
3. Sumber Data 
Sumber data merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam setiap 
penelitian ilmiah, guna memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penjelasannya 
sebagai berikut : 
a) Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 
Data tersebut menjadi data sekunder bilamana dipergunakan orang 
yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang 
bersangkutan. Data Primer ini merupakan data yang bersumber dari 
informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan 
atau obyek penelitian yang sedang dikaji. Untuk mendapatkan data 
primer ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dan kemudian 
dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman video atau audio, 
pengambilan foto. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam 





Watukumpul dan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
 
b) Data Sekunder 
Sumber data sekunder diperoleh dari hasil studi, dokumen-dokumen 
atau data-data yang diperlukan penulis dalam pembuatan skripsi ini 
dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, literature buku, 
karya ilmiah, jurnal, dan bahan pendukung lainnya. 
Menurut J. Lexy Moleong
7
 menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber 
data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas 
sumber buku dan majalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan 
dokumen resmi. Sehingga sumber data sekunder ini dibagi menjadi tiga 
bagian, diantaranya sebagai berikut : 
1. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 
adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 
33 ayat 3); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-
Pokok Agraria; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 Tentang 




                                                             
7





2. Bahan hukum sekunder 
Kemudian bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat 
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta 
menganalisis. Misalnya yaitu : Hasil penelitian jurnal, makalah dan lain 
sebagainya. 
3. Bahan hukum tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan 
informasi tentang bahan hukum pprimer dan sekunder. Contohnya : 
Koran, Kliping, Majalah dan sebagainya 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis teknik 
pegumpulan data, yaitu studi dokumen, studi bahan pustaka, pengamatan 
atau observasi, dan wawancara atau interview. 
Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, 
maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis yaitu: 
Penelitian ini bersifat deskriptif yang secara khusus berupaya 
menggambarkan dengan jelas dan rinci Kesadaran Hukum Masyarakat 
Pedesaan dalam Pensertipikatan Tanah (Studi Kasus Desa Watukumpul 
Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang), kemudian data tersebut 
akan dianalisis dan disimpulkan. 
Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan serta 
mempunyai nilai kebenaran yang obyektif, maka digunakan teknik 






Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 
untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bertatap muka 
dan bercakap-cakap dengan orang yang dapat memberikan keterangan 
kepada sipeneliti. Kemudian untuk mempermudah pengumpulan data 
melalui teknik ini, maka wawancara dapat dilakukan kepada 2 orang 
yaitu informan dan responden. 
Adapun yang dimaksud dengan informan adalah orang atau pelaku 
yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung 
dengan masalah penelitian. Hal ini dapat berguna untuk informasi yang 
menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun. Sedangkan yang 
dimaksud dengan responden adalah individu yang oleh pewawancara 
ingin mengetahui informasi mengenai diri dari responden itu sendiri 




Wawancara merupakan metode untuk memperoleh data primer 
dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang 
terkait yaitu dengan perangkat Desa Watukumpul, Masyarakat Desa 
Watukumpul, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor 
Pertanahan Kabupaten yang terlibat langsung dalam pensertipikatan 
tanah tersebut. 
 
                                                             
8





2. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan adalah penelaahan bahan-bahan kepustakaan dengan 
cara membaca dan mencatat literatur-literatur terkait. Studi kepustakaan 
digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan membaca dan 
mencermati aturan-aturan hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan 
permasalahn serta mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian 
berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya dapat diperoleh aturan-
aturan hukum yang sesuai dalam mengatur permasalahn yang sedang 
diteliti. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data 
sekunder dengan cara membaca buku karangan ilmiah para sarjana, 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta buku-buku referensi 
mengenai pendaftaran tanah guna mendapatkan dasar-dasar teori yang 
kuat untuk menganalisa atau menilai serta menarik kesimpulan dari 
pokok permasalahan. 
5. Metode Analisis Data 
Teknik Analisis Data adalah sebuah proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 
dapat dirumuskan hipotesis penelitian
9
. Analisis data menggunakan 
metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya 
diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. 
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Sedangkan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 
jalan berkerja dengan data, menggorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelola mensitesiskannya, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 
dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  
Menurut Miles
10
 dalam menganalisis data penelitian, dapat digunakan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Pengumpulan Data yaitu mencari dan mengumpulkan data yang 
diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data 
yang ada dilapangan kemudian data tersebut dicatat. Pengumpulan data 
ini penulis lakukan dengan cara melakukan pengamatan, wawancara, 
dan melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada. 
b. Reduksi Data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatatn 
yangtertulis dilapangan. Dalam penelitian ini, proses reduksi data 
sumber data wawancara dokumen dilakukan dengan mengumpulkan 
data dari hasil wawanara, pengamatan, dokumentasi kemudian dipilih 
dikelompokan berdasarkan kemiripan data. 
c. Penyajian data adalah suatu kegiatan pengumpulan informasi tersusun 
yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan 
kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Penyajan data 
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merupakan analisis dalam bentuk matriks, network, chart, atau grafis. 
Sehingga peneliti dapat menguasai data. Adpaun data tersebut disajikan 
secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti. 
d. Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, maksudnya 
yaitu makna yang muncul dari data yang telah disajikan dan diuji 
kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan 
didasarkan penulis pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan, 
dibuat dalam pernyataan singkat yang mudah dipahami dengan 
mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis. 
G. Sistematikan Penulisan 
Sistematika penulisan akan menjelaskan secara singkat pembahasan dari Bab 
I sampai dengan Bab IV, untuk mengetahui dan mempermudah dalam 
memperoleh hasil penelitian berikut ini : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian, dan Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, 
Metode Penelitian dan Rencana Sistematikan Penulisan. 
BAB II  TINJAUAN KONSEPTUAL 
Menguraikan tentang norma-norma hukum, teori-teori 
hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang 





Pensertipikatan Tanah (Studi Kasus Desa Watukumpul 
Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang). 
BAB III  PEMBAHASAN 
Menguraiakan tentang bagaimana kesadaran hukum 
masyarakat dalam pensertipikatan tanah dan manfaat 
pensertipikatan tanah untuk masyarakat pedesaan di Desa 
Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten 
Pemalang 
BAB IV  PENUTUP 















 BAB  II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Pengertian Tanah 
       Dalam bahasa latin Tanah yaitu ager yang berarti sebidang tanah.  
Sebutan ager/agraria tidak selalu dipakai dalam arti yang sama. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Balai 
Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta) agrariaatau 
tanahberarti urusan pertanian atau tanah pertanian juga urusan pemilikan 
tanah. Maka sebutan agraria atau dalam bahasa Inggris agrarian selalu 
diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian (Black’s Law 
Dictionary, 1983, West Publishing Co., St Paul, Minn). Sebutan agrarian 
laws bahkan seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat 
peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-




Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi 
juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang 
ada diatasnya, dengan pembatasan dalam Pasal 4, yaitu sekedar diperlukan 
untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah 
yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peratran 
lain yang lebih tinggi. Sedalam berapa tubuh bumi dan setinggi berapa ruang 
yang bersangkutan boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya; 
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dalam batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan tubuh 
buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya, serta ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
       Di Indonesia sebutan agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan 
dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian. Tetapi 
Agrarisch Recht atau Hukum Agraria di lingkungan Administrasi 
Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang 
memberikan landasan hukum bagi penguasa dalam melaksanakan 
kebijakannya dibidang pertanahan. 
Dalam tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan 
Keputusan Presiden No. 26 tahun 1988, yang sebagai lembaga pemerintah 
non departemen bertugas membantu presiden dalam mengelola dan 
mengembangkan administrasi pertanahan. Pemakaian sebutan pertanahan 
sebagai nama badan tersebut tidak mengubah atau mengurangi lingkup tugas 
dan kewenangan yang sebelumnya ada pada Departemen dan Direktorat 
Jenderal Agraria.  
Pengertian tanah atau agraria dalam UUPA meliputi bumi, air, dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam batas-batas seperti yang 
ditentukan dalam pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa yaitu ruang 
diatas bumi dan air yang mengandung: tenaga dan unsur-unsur yang dapat 





air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya 
yang bersangkutan dengan itu
12
. 
Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut dengan tanah) , 
tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air(Pasal 1 ayat 4 jo 
Pasal 4 ayat 1). Dengan demikian, pengertian “tanah” meliputi permukaan 
bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada dibawah air, 
termasuk air laut. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki 
susunan dari mineral serta bahan organik. Tanah sangat penting peranannya 
bagi semua kehidupan di bumi sebab tanah mendukung kehidupan tumbuhan 
dengan adanya hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Bentuk tanah 
yang memiliki rongga-rongga juga menjadi lokasi yang baik untuk akar untuk 
bernapas serta tumbuhan. Tanah juga menjadi tempat hidup berbagai 
mikroorganisme. Untuk sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan 
sebagai tempat bergerak dan hidup. 
 
B. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Pada tanggal 8 Juli 1997 ditetapkan Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 
tentang Pendaftaran tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 
tahun 1961. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data 
fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 
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tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai 
surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan 
hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya. 
Menurut Pasal 2 Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan asas 
sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Pendaftaran tanah 
merupakan tugas Pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin 
kepastian hukum dibidang pertanahan. 
Dalam pasal 9 dinyatakan bahwa objek pendaftaran tanah adalah : 
1. Tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, dan Hak Pakai. 
2. Tanah Hak Pengelolaan 
3. Tanah Wakaf 
4. Hak Milik atas satuan rumah susun 
5. Hak Tanggungan 
6. Tanah Negara 
Tujuan Pendaftaran Tanah sendiri menurut Pasal 3 yaitu : 
1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang 
hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain 
yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada 





2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk pemerintah, agar dengan mudah untuk memperoleh data 
yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai 
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar. 
3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
Manfaat pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah yaitu : 
1. Dapat memberikan rasa aman 
2. Apabila terjadi peralihan hak atas dapat dengan mudah dilaksanakan 
3. Tafsiran harga tanah yang bersertipikat relatif lebih tinggi bia 
dibandingkan dengan hak atas tanah yang belum bersertipikat 
4. Dapat dipakai sebagai jaminan utang di bank 
Sedangkan bagi pemerintah, manfaatnya yaitu : 
1. Bagi pemegang hak atas tanah dapat mengurangi adanya keresahan 
yang menyangkut tanah sebagai sumbernya. 
2. Dengan diperolehnya sertipikat hak atas tanah bagi para pemegang 
hak atas tanah, maka akan tersedia tertib administrasi dalam bidang 
pertanahan dan dapat memperlancar setiap kegiatan pemerintah yang 
menyangkut tanah dalam pembangunan. 
Pendaftaran tanah dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendaftaran tanah 
untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran 
Tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan 
terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan 





tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah 
merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan 
data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, 
buku tanah, dan sertipikat karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi 
kemudian. 
Kegiatan pendaftaran tanah meliputi sebagai berikut : 
1. Bidang fisik, yaitu pengukuran, pemetaan dan pembukuan yang 
menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat ukur ; 
2. Bidang yuridis, yaitu pendaftaran hak-hak atas tanah,peralihan hak 
dan pendaftaran atau pencatatan dari hak-hak lain yaitu baik hak atas 
tanah maupun jaminan, serta beban-beban lainnya ; 
3. Penerbitan surat tanda bukti hak yaitu sertifikat. 
Menurut Boedi Harsono, ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran tanah 
yaitu sistem pendaftaran akta (registration of deeds) dan sistem pendaftaran 
hak (registration of titles). Dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaan 
hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan, 
kemudian juga harus dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam 
penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya yang didaftar, melainkan 
haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Akta hanya 
merupakan sumber datanya. Sistem pendaftaran hak tampak dengan adanya 
Buku Tanah 16 sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik 
yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat 





Indonesia menganut sistem pendaftaran akta (registration of deeds)yang 
diatur dalam Overschrijvings Ordonnantie 1834-27.  Akta atau surat 
perjanjian peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan Overschrijvings 
Ambtenaar yang merupakan pejabat pendaftaran tanah pada masa itu. Sebagai 
hasil dari pendaftaran tersebut, kepada penerima hak diberikan grosse akta 
sebagai bukti terjadinya peralihan hak tersebut. Setelah berlakunya UUPA, 
Indonesia menganut sistem pendaftaran hak(registration of titles). Sistem 
pendaftaran ini digunakan karena peralihan hak atas tanah di Indonesia sesuai 
dengan hukum adat adalah bersifat nyata, terang dan tunai (kontant, concreet, 
belevend en participarend denken)
13
. 
Ada pun pengaturan dasar hukum tentang pendaftaran tanah adalah 
sebagai berikut:  
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok 
Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksaan dari Pasal 
19 Undang-Undang Pokok Agraria; 
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; 
4. Surat Edaran Kepala BPN-600-1500 Tanggal 31 Juli Tahun 2003. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pendaftaran 
tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama secara 
sistematik dan kedua secara sporadik. 
1. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik 
Pendaftaran tanah secara sistematik dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi 
semua obyek pendaftaran yang belum didaftar dalam wilayah atau 
bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara 
sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada 
suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di 
wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau 
Kepala Badan Pertanahan.27 Prosedur Pendaftaran Tanah Secara 
Sistematik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997: 
a) Adanya rencana kerja Pasal 13 Ayat 2; 
b) Pembentukan Panitia Ajudikasi; 
c) Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran; 
d) Penetapan batas bidang-bidang tanah; 
e) Pembuatan peta dasar pendaftaran; 
f) Pembuatan daftar tanah; 
g) Pembuatan surat ukur; 
h) Pengumpulan dan Penelitian data yuridis; 





j) Pengesahan hasil pengumuman; 
k) Pembukuan Hak; 
l) Penerbitan Sertipikat; 
m) Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sistematik menurut Peraturan 
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997; 
n) Penetapan lokasi; 
o) Persiapan; 
p) Pembentukan Panitia Ajudikasi; 
q) Penyelesaian permohonan yang ada saat dimulainya pendaftaran 
tanah secara sistematik; 
r) Penyuluhan; 
s) Pengumpulan data fisik; 
t) Pengumpulan dan penelitian data yuridis; 
u) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya; 
v) Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian; 
w) Pembukuan Hak; 
x) Penerbitan Sertipikat. 
2. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik 
Pengertian pendaftaran tanah secara sporadik dalam Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 11 adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa 





desa atau kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah 
secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang 
berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah 
yang bersangkutan atau kuasanya.30 Prosedur Pendaftaran Tanah 
secara Sporadik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997. 
Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Menurut Peraturan 
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
3 Tahun 1997 : 
a) Permohonan untuk dilakukan pengukuran bidang tanah;  
b)  Pengukuran; 
c) Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah; 
d) Pengumuman data fisik serta data yuridis untuk 60 Hari; 
e) Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak; 
f) Pembukuan Hak; 
g) Penerbitan sertipikat. 
C. Pengertian Pensertipikatan Tanah  
Pensertipikatan tanah adalah suatu kegiatan pendaftaran bidang tanah guna 
memperoleh hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi si pemilik 
tanah dan obyek tanah tersebut
14
. Dari proses pensertipikatan tanah tersebut 
maka diterbitkan sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
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setempat untuk diberikan kepada si pemegang hak sebagai bukti kepemilikan 
atas tanah tersebut. 
Sertipikat tanah adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh 
Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 
mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya, dimana data 
tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 
bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a PP Pendaftaran Tanah  
menegaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan 
diberikan sertipikat hak atas tanah. 
Sertipikatmerupakan alat pembuktian yang kuat, berarti bahwa selama tidak 
dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercatat di dalamnya 
harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun 
data yuridis yang tercantum dalam buku sertipikat harus sesuai dengan data 
yang tercatat dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data 
itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.  
Sertipikat sebagai akte otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang 
sempurna, dalam arti bahwa hakim harus terikat dengan data yang disebutkan 
dalam sertipikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. 
Hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh hukum pertanahan 





Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni sistem publikasi negatif 
yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda 
bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi 
tidak sistem publikasi positif, karena menurut sistem publikasi positif adalah 
apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti 
hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak pihak ketiga 
yang bertindak atas dasar bukti-bukti tersebut tidak mendapat perlindungan, 
biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di 
dalamnya tidak benar. 
Kajian mengenai kekuatan berlakunya sertipikat sangat penting, setidak-
tidaknya karena pertama, sertipikat memberikan kepastian hukum pemilikan 
tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertipikat. Penerbitan 
sertipikat dapat mencegah sengketa tanah. Pemilikan sertipikat akan 
memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan 
sewenang-wenang dari siapapun. Kedua, pemberian sertipikat dimaksudkan 
untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. Ketiga, dengan pemilikan 
sertipikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja 
sepanjang tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum dan 
kesusilaan. Selain itu, sertipikat mempunyai nilai ekonomis dimana tanah 
yang bersertipikat mempunyai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan 





Ada bermacam-macam sertipikat berdasarkan objek pendaftaran tanah dalam 
Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No. 24 
tahun 1997 yaitu : 
a. Sertipikat Hak Milik; 
b. Sertipikat Hak Guna Usaha; 
c. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara; 
d. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaan; 
e. Sertipikat Hak Pakai atas Tanah Negara; 
f. Sertipikat Hak Pakai atas Tanah Hak Pengelolaan; 
g. Sertipikat Tanah Hak Pengelolaan; 
h. Sertipikat Tanah Wakaf; 
i. Sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun; 
j. Sertipikat Hak Milik atas satuan non rumah susun; 
k. Sertipikat Hak Tanggungan. 




a. Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) 
PPAT disebut sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan 
untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat umum adalah 
orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang, dengan tugas 
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melayani masyarakat umum dibidang atau kegiatan tertentu. Tugas 
PPAT dalam pelaksanaan penseertipikatan tanah adalah membantu 
Kepala Kantor Pertanahan dalam hal pembuatan akta pemindahan 
hak, pembebanan hak dan akta peberian hak tanggungan atas 
tanah/hak milik atas satuan rumah susun. 
b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 
Tugas PPAIW dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah adalah 
membantu Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan 
kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP No. 24 tahun 1997 dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang 
berkaitan dengan pembuatan akta ikrar wakaf tanah hak milik.  
c. Pejabat dari Kantor Lelang 
Tugas Pejabat Kantor Lelang dalam pelaksanaan pensertipikatan 
tanah adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan untuk 
pembuatan berita acara lelang hak atas tanah atau hak milik atas 
satuan rumah susun. 
d. Panitia Ajudikasi 
Dalam melaksanakan pensertipikatan tanah secara sistematik, 
Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia ajudikasi yang 
dibentuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN atau 
pejabat yang ditunjuk. Tugas panitia ajudikasi dalam pelaksanaan 
pensertipikatan tanah adalah meliputi pengumpulan dan 





beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan 
pendaftarannya 
D. Kesadaran Hukum 
Dalam masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia, hukum 
selalu dihubungkan dengan usaha-usaha peningkatan taraf hidup masyarakat 
ke arah yang lebih baik. Melihat kondisi tersebut, maka peranan hukum 
semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu
16
. 
Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam 
diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan 
ada atau dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan persepsi 
seseorang atau masyarakat tentang hukum.Kesadaran hukum menekankan 
tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan 
oleh hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi 
abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan 
ketrentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Teori dalam faktor yang 




1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum; 
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum; 
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum dan; 
4. Pola-pola perikelakuan hukum. 
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Hal ini tidak terlepas pada kenyataan bahwa hukum ada di dalam masyarakat. 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa persoalannya di sini 
kembali kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku, yang 
akhirnya harus dikembalikan pada nilainilai yang terdapat dalam masyarakat. 
Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu 
benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. 
Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekantomenyatakan terdapat 
empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu 
tahapan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan 
pola perilaku hukum. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu
18
: 
1. Pengetahuan hukum 
Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan 
diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis 
peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi 
bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-
undang tersebut. 
2. Pemahaman Hukum 
Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal 
itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum 
yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharakan 
memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya 
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bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan 
yang dimaksud. 
3. Penaatan Hukum 
Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. 
Sebab-sebab yang dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut : 
a. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar. 
b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.  
c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.  
d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.  
e. Kepentingan terjamin. 
4. Pengharapan terhadap Hukum 
Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia 
telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya dia benar-
benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan 
ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya 
berkaitan dengan segi lahiriyah dari manusia, akan tetapi juga 
batiniah. 
5. Peningkatan Kesadaran Hukum 
Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui 
penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar 
perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga 





misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai zakat, 
pajak, dan seterusnya. 
Program peningkatan kesadaran hukum perlu ditingkatkan untuk 
menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum 
masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mereka tidak hanya 
mengetahui dan menyadari akan hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu 
berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Kegiatan pokok yang 
perlu dilakukan antara lain
19
: 
1. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran 
hukum yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar 
masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi 
juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami dan 
menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. 
2. Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam 
rangkapencapaian sasaran penyadaran hukum padalapisan masyarakat. 
3. Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran 
hukum secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang 
ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi. 
4. Peningkatan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh tidak 
saja dari kemampuan substansi hukum namun juga dari perilaku 
masyarakat setempat, sehingga dapat diterima. 
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BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan Dalam Pensertipikatan Tanah 
Di Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. 
Desa Watukumpul terletak di Kecamatan Watukumpul Kabupaten 
Pemalang. Dalam Bahasa Jawa, Watukumpul memiliki arti “batu yang 
berkumpul”.Desa Watukumpul merupakan daerah datarantinggi atau bagian 
selatan Kabupaten Pemalang dengan jarak aksesibilitas ke ibukota sebesar 
56 km atau sekitar 2 jam.Kondisi alam di Daerah Desa Watukumpul adalah 
perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 925 dpl. Kontur 
tanah di Desa Watukumpul berada di kemiringan dengan rata-rata 
kemiringan 25°, kondusi tanah cukup subur, beriklim sejuk dengan curah 
hujan normal. Hasil bumi yang terdapat di wilayah Desa Watukumpul 
adalah bervariasi dari berbagai hasil pertanian sawah dan ladang serta hasil 
perkebunan, di antaranya adalah padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-
umbian dan hasil perkebunan meliputi cengkih, kopi, kakao, kelapa, buah-
buahan, kayu pinus, kayu albasia, serta bambu. Dan masih banyak lagi hasil 
bumi yang terdapat di Wilayah Desa Watukumpul. Salah satunya adalah 
tumbuhan nilam yang sangat berpotensi dan memiliki nilai ekonomis lebih 
tinggi di banding dengan Padi. Nilam merupakan bahan baku untuk 





Berdasarkan wawancara dengan Bapak Harun Sukmono sebagai 
Perangkat Desa Watukumpul mengatakan bahwa Mayoritas mata pencaharian 
masyarakat Kecamatan Watukumpul pada umumnya adalah sebagai Petani, 
Pedagang, Peternak (Kerbau, Bebek, Ayam), PNS,Pengrajin dan ada juga 
sebagai Perantau. Pertanian di Desa Watukumpul sekarang menghadapi 
minimnya pemuda yang mau menjadi Petani, karena sebagian beranggapan 
kalau pertanian tidak menjanjikan, kebanyakan pemuda Desa Watukumpul 
lebih suka menjadi pekerja di kota besar.Selengkapnya sebagai berikut : 
“Sebagian besar warga disini berkerja sebagai Petani, baik Petani 
Penggarap ataupun Petani Pemilik Lahan. Sisanya yaitu Berdagang, 
Berternak dan PNS. Banyak juga yang merantau ke kota besar seperti 
Jakarta, Karawang dan Bekasi menjai Buruh Pabrik. Petani di Desa 
Watukumpul umumnya orang yang sudah berusia 45 tahun keatas 
dikarenakan minimnya pemuda yang mau menjadi Petani. Mereka lebih 




Menurut Informasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 
Tahun 2018, Jumlah penduduk Desa Watukumpul sebesar 5.017 jiwa yang 
terdiri dari laki-laki 2.419 jiwa dan perempuan 2.598 jiwa. Jumlah 
penduduk di Desa Watukumpul setiap tahunnya mengalami peningkatan, 
pertambahan tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu bertambahnya 
angka kelahiran bayi dan tenaga kerja, selain itu dengan 
berdirinyapermukiman baru di wilayah Desa Watukumpul juga cukup 
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memberikan dampak yang signifikan terhadap pertambahan jumlah 
penduduk. 
Batas wilayah Desa Watukumpul adalah sebagai berikut : 
Utara : Desa Gapura 
Selatan : Desa Tambi dan Kecamatan Belik 
Timur : Desa Majalangu 
Barat : Desa Majakerta dan Kecamatan Belik 
Menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Jumlah penduduk 
Desa Watukumpul yang telah mendaftarkan tanahnya dan memperoleh 
sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tahun 
2018 berjumlah 1.830 jiwa dengan jumlah bidang tanah sebanyak 2.039 yang 
sudah bersertipikat melalui proses rutin maupun Prona/PTSL yang 
dilaksanakan pada tahun 2017-2018. Adapun jenis Hak Atas Tanah yang 
terdaftar di Desa Watukumpul bermacam-macam yaitu; Hak Guna Bangunan, 
Hak Pakai, dan sebagian besarnya merupakan Hak Milik. Hal tersebut 
disampaikan oleh Bapak Deden Deni,SH., selaku Kepala Seksi Hubungan 
Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang melalui 
wawancara mengatakan bahwa semenjak adanya sosialisasi pensertipikatan 
tanah masal (Prona/PTSL) pada tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang membuat masyarakat sadar akan pentingnya 





sengketa atau konflik kepemilikan tanah, selain itu untuk mengetahui luas 
sebenarnya tanah yang mereka miliki. Selengkapnya sebagai berikut : 
“Prona tahun 2017 dan PTSL 2018 waktu itu sangat membantu masyarakat 
Desa Watukumpul untuk mendaftarkan tanahnya karena selain gratis dan 
syaratnya mudah, masyarakat Desa Watukumpul menjadi tahu betapa 
pentingnya mensertipikatkan tanahnya agar dikemudian hari tidak terjadi 
sengketa batas kepemilikan tanahnya dengan tetangga batas dan masyarakat 




Pemerintah dalam rangka menjalankan misi tertib hukum pertanahan 
di Indonesia berupaya melakukan penyelesaian terhadap pendaftaran tanah di 
berbagai wilayah kota/kabupaten yang wilayahnya masih banyak terjadi 
penguasaan tanah tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan atau secara 
dibawah tangan, pembelian tanah dengan kuasa mutlak, penguasaan tanah 
tanpa alas hak yang sah dan lain sebagainya. Kesemuanya itu masih 
menunjukan terjadinya penguasaan tanah dan peralihan hak tanah yang tidak 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 
membawa akibat-akibat negatif yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain 
dan menjadi sumber sengketa. Sehubungan dengan kondisi yang semacam 
itu, maka perlu diambil langkah-langkah penerbitan, untuk menciptkan tertib 
hukum pertanahan agar dapat diperoleh kepastian hukum baik oleh perangkat 
maupun oleh unsur swasta. 
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Keinginan akan terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat 
khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia merupakan 
tuntutan masyarakat sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang sedang 
berkembang tidak hanya sekedar ingin melakukan perubahan-perubahan 
saja, akan tetapi juga untuk lebih mempercepat lajunya perubahan-
perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat untuk mengejar 
ketertinggalan dari masyarakat yang sudah maju.  
Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Desa Watukumpul, 
Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang dalam rangka 
pensertipikatan tanah penulis mengunakan indikator yang dikemukan 
olehSoerjano Soekanto, dimana terdapat empat indikator kesadaran hukum, 
yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya. 
Dalam mengumpulkan informasi tentang kesadaran hukum masyarakat 
Desa Watukumpul, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, penulis 
juga melakukan wawacara dengan beberapa masyarakat Desa Watukumpul 
serta Perangkat Desa Watukumpul yang berhubungan langsung untuk 
membantu Masyarakat Desa Watukumpul dalam mendaftarkan tanahnya. 
Adapun indikator dalam mengetahui Kesadaran Masyarakat Desa 
Watukumpul dalam mensertipikatkan tanahnya diantaranya dalam segi 
pengetahuan tentang hukum yang masih minim dalam pemahaman nya 
sampai sejauh mana pentingnya hukum dalam lingkungan masyarakat 





membutuhkan informasi penting akan pensertipikatan tanah yang 
masyarakat Desa Watukumpul punyai. 
Desa Watukumpul merupakan Desa yang terletak di kaki Gunung 
Slamet yang letaknya cukup jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Pemalang. Meskipun begitu, semenjak adanya program pensertipikatan 
tanah masal seperti Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang 
kemudian berganti nama menjadi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap) pada tahun 2017-2018 ini masyarakat menjadi sadar akan 
penting mensertipikatkan tanahnya agar suatu hari terhindar dari 
sengketa atau konflik kepemilikan batas dengan tetangga batasnya. 
Selain itu masyarakat sudah cukup mengetahui bahwa pensertipikatan 
tanah sendiri sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku yaitu dalam 
PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kepemilikan sertipikat 
tanah merupakan kewajiban bagi setiap pemilik tanah dan penggunaanya 
harus sesuai dengan penggunaan yang didaftarakan dalam Kantor 
pertanahan setempat dan apabila melanggar peraturan tersebut maka akan 
dikenai sanksi yang berlaku. Masyarakat Desa Watukumpul sudah cukup 
mengetahui bahwa untuk mensertipikatkan tanahnya atau mendaftarkan 
tanahnya bisa langsung datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang atau mendaftarkan tanahnya melalui Notaris atau PPAT 
setempat apabila tanah tersebut dikuasai setelah tahun 1997 dan wajib 





Pemerintah Nomor 37 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah. 
Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 
Bapak Zaenudin selaku masyarakat Desa Watukumpul yang berprofesi 
sebagai Petani. Berikut hasil wawancara penulis sebagai berikut : 
“Sudah tahu kalau mendaftarkan tanahnya di BPN itu wajib, jadi ketika 
nanti ada masalah tanah saya bisa menunjukan sertipikat itu sebagai 
bukti sah bahwa saya memang pemilik tanah itu. Tanah saya adalah 
tanah waris dari alm. bapak saya yang saya kuasai sejak tahun 2000 dan 




       Dari hasil wawancara tersebut telah diketahui bahwa sebagian 
masyarakat di Desa Watukumpul mengerti akan pentingnya mengurus 
pensertipikatan tanah atas tanah yang mereka miliki atau kuasai. 
Sebagian besar masyarakat Desa Watukumpul sudah cukup memahami 
syarat-syarat, mekanisme, dan memahami semua formulir yang tertera 
dalam mensertipikatkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang atau Kantor Notaris/PPAT Kecamatan setempat. Selain itu 
masyarakat juga mulai paham apabila tidak memiliki sertipikat tanah 
merupakan rawan terjadinya klaim sepihak, sengketa tanah, dan 
sebagainya. Namun berbeda dengan masyarakat Desa Watukumpul yang 
sudah berusia lanjut, sebagian dari mereka tidak terlalu memahami 
pentingnya hukum terkait tanah yang mereka miliki dikarenakan mereka 
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sendiri awam terhadap peraturan hukum mengenai tanah. Diperkuat 
dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu narasumber 
bernama Ibu Tuminah yang sudah berusia 65 tahun. Berikut hasil 
wawancara penulis sebagi berikut : 
“Saya tidak tahu dengan peraturan tentang tanah. Yang saya tahu tanah 
memang harus disertipikatkan tapi saya tidak tahu caranya. Saya 




Hal ini cukup disayangkan mengingat Negara Indonesia sendiri 
merupakan Negara Hukum dan hal ini sangat berpotensi menjadi masalah 
dalam kasus sengketa tanah dan klaim secara sepihak. Dari hasil 
wawancara tersebut kemudian penulis mengembangkan penelitian 
dilapangan (Field Research) dengan menggali apa yang menjadi 
penghambat masyarakat kurang adanya kemauan dan pengetahuan 
tentang pentingnya pengurusan pensertipikatan tanah yang memiliki 
manfaat penting apabila tanah yang mereka miliki telah bersertipikat. 
Diantaranya faktor-faktor penghambat yang menyebabkan 
mayoritas masyarakat Desa Watukumpul tidak mendaftarkan tanahnya 
yakni banyak yang tidak mengetahui bahwa tanah tersebut harus 
didaftarkan lagi dan juga tidak mengetahui manfaat pendaftaran tanah. 
Kemudian apabila tanah itu adalah tanah warisan dikarenakan belum 
adanya kata sepakat diantara para ahli waris dalam porsi pembagian 
tanah warisan tersebut sehingga enggan mengurusnya, masih adanya 
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sengketa terhadap tanah dengan pihak ketiga. Kemudian adanya presepsi 
di masyarakat bahwa proses pendaftaran peralihan tanah  itu rumit dan 
berbelit-belit, sehingga timbul rasa malas dan tidak perduli akan 
pendaftaran tanah lalu adanya presepsi di masyarakat bahwa proses 
pendaftaran peralihan tanah itu akan memakai biaya yang besar 
kemudian juga banyak yang merasa takut jika didaftarkan, mungkin 
Pajak Bumi dan Bangunan atau pajak-pajak lainnya akan semakin mahal. 
Kemudian Masalah ekonomi, mereka beranggapan bahwa mendaftarkan 
kembali tanah bukan merupakan kebutuhan pokok, dan masih banyak 
keperluan lainnya, lagipula tanah tersebut tidak akan jatuh ke tangan 
orang lain, karena sertipikatnya tetap atas nama Ayahnya / Ibunya 
(Almarhum). Masyarakat enggan membayar BPHTB (Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan) dan kewajiban-kewajiban lainnya 
sehubungan dengan pendaftaran tanah, karena dianggap terlalu mahal. 
Kemudian juga karena faktor minimnya pendidikan formal yang ada 
pada masyarakat Desa Watukumpul yang mayoritas pemilik tanahnya 
adalah orang yang sudah lanjut usia sehingga kurang adanya pengetahuan 
dan kurang mengerti pentingnya manfaat akan pensertipikatan tanah. 
Desa Watukumpulterletak di Kecamatan Watukumpul yang dikenal 
sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Kabupaten Pemalang. Sikap 
Hukum masyarakat terhadap pensertipikatan tanah yaitu cukup setuju 
karena banyaknnya lahan pertanian yang terdapat di desa tersebut yang 





daerahnya sehingga kesejahteraan masyarakatnya menjadi lebih baik 
meskipun memang masuk cukup banyak masyarakat yang masih enggan 
mensertipikatkan tanahnya dikarenakan faktor yang telah disebutkan 
diatas. Namun dengan adanya pensertipikatan tanah khususnya program 
pemerintah yang memberi kemudahan berupa persyaratan dan biaya 
murah sangat diapresiasi masyarakat sehingga cukup meringankan beban 
mereka. 
Banyaknya masyarakat awam yang memiliki tingkat pendidikan 
dan kesadaran rendah terhadap pensertipikatan tanah namun masyarakat 
merasa dimudahkan terhadap pelayanan dan sistem administrasi yang 
berlaku saat mendaftarkan tanahnya, sehingga mereka tidak lagi 
kebingungan dalam mendaftarkannya. 
Tingkat kesadaran hukum masyarakat DesaWatukumpul cukup 
tinggi karena pemerintah yang berwenang (BPN) pun ikut serta dalam 
meningkatkan kesadaran masyarakat lewat program-programnya seperti 
Prona/PTSL, Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah), One 
Day Service, Layanan sertipikasi UKM dan Pertanian yang sangat 
membantu masyarakat sehingga masyarakat bisa mendaftarkan tanahnya 
dan memperoleh sertipikat tanah melalui proses yang didaftar. 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang merespon 
untuk mengadakan upaya penyelesaian pensertipikatan tanah di Desa 





memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas paling 
penting dari setiap instansi pemerintahan. Bahkan, pembentukan instansi-
instansi pemerintahan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjadi 
perangkat utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh 
karena itu, BPN sebagai salah satu instansi pemerintahan mesti 
mengfokuskan pelayanannya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat 
terlebih dalam pensertipikatan tanah yang ada di Dessa Watukumpul. 
Perhatian akan pemberian kepuasan masyarakat ini sangatlah penting, 
mengingat kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur dan keberhasilan 
pelayanan masyarakat dalam pensertipikatan tanah yang diberikan oleh 
pemerintah. 
Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap 
pendaftaran tanah, antara lain sosialisasi atau Penyuluhan yang bertujuan 
untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat Desa Watukumpul 
tentang pensertipikatan tanah, tujuan serta manfaat, persyaratan 
permohonan hak, obyek, subyek, serta hak dan kewajiban pemilik tanah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Metode yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan ini 
yaitu dengan cara mengumpulkan para warga masyarakat Desa 
Watukumpul serta melibatkan Kepala Desa beserta Perangkat-perangkat 
Desa Watukumpul. Diharapkan dengan adanya sosialisasi atau 





kepedulian masyarakat khususnya pemilik tanah untuk mensertipikatkan 
tanahnya dan membantu kelancaran pelaksanaan program BPN dalam 
misi tertib administrasi pertanahan. 
B. Proses Pensertipikatan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang 
Semakin kompleksnya permasalahan hidup manusia modern saat ini, 
mengharuskan adanya tatanan yang mengatur semua lini kehidupan yang ada. 
Berbagai aturan akhirnya diciptakan, mulai dari aturan yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak ataupun aturan tentang kepemilikan secara 
perorangan atau pribadi. Dan, tentunya aturan-aturan itu bertujuan agar 
tercipta sebuah keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya, aturan 
tentang kepemilikan tanah, lahan, rumah, atau perumahan. Tanah mislanya, 
kita tahu bahwa tanah dari dulu hingga masa yang akan datang merupakan 
sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Bahkan setiap 
daerah, wilayah, bahkan bangsa memiliki atura-aturan atau norma-norma 
tertentu dalam penggunaan, pengguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah 
untuk hidup dan kehidupan, dan aturan itu secara kompleks mengakomodasi 
kepentingan dan kelanggengan kehidupan berbangsa dan bernegara
24
. 
Pada Pasal 19, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dinyatakan untuk menciptakan 
kepastian Hukum Pertanahan. Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran 
tanah terhadap tanah yang telah didaftarkan, selanjutnya diberikan tanda bukti 
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hak atas tanah, dan alat bukti ini merupakan bukti kuat mengenai kepemilikan 
tanah atau yang kita kenal dengan sertipikat hak atas tanah. 
Pensertipikatan tanah adalah suatu kegiatan pendaftaran bidang tanah 
guna memperoleh hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi si 
pemilik tanah dan obyek tanah tersebut
25





       Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua 
objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian 
wilayah suatu desa/kelurahan. 
Pendaftaran ini pelaksanaannya didasarkan pada suatu renca kerja dan 
dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara 
atau Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini dapat dilihat pada 
PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) dan Pendaftaran tanah melalui 
Ajudikasi. Pendaftaran tanah secara sistematik akan diumumkan selama 30 
(tiga puluh) hari yang dilakukan di Kantor Desa atau Kelurahan dimana 
tanah itu terletak, hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada 
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       Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali megenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah 
dalam beberapa wilayah suatu desa atau kelurahan secara individu atau 
massal. Pendaftaran tanah secara sporadik diumuman selama 60 (enam 
puluh) hari dan pengumuman bisa dilakukan di Kantor Pertanahan atau 
Kantor Desa atau Kelurahan dimana tanah itu terletak dan juga bisa 
melalui media massa. 
Dalam proses permohonan pensertipikan tanah, pemohon yang 
bersangkutan datang dan melakukan konsultasi terlebih dahulu di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang agar dapat mengetahui persyaratan 
dokumen-dokumen apa saja yang harus disertakan pada saat melakukan 
permohonan pensertipikatan tanah. Hal ini bertujuan untuk memperlancar 
kegiatan permohonan pendaftaran tanah karena persyaratan yang tidak 
lengkap. Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang menyediakan blanko yang 
diperlukan dalam permohonan pensertipikatan tanah sebagai wujud 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  
Adapun persyaratan-persyaratan dalam pensertipikatan tanah sebagai 
berikut : 
1. Melengkapi blanko permohonan pendaftaran, yang terdiri dari : 
a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan 





b. Surat keterangan dari kepala Desa/Kelurahan tentang pemilikan bidang 
tanah yang dimiliki pemohon (ditanda tangani Kepala Desa/Kelurahan); 
c. Surat pernyataan bahwa bidang tanah yang akan didaftarkan belum ada 
tanda bukti hak atau sertipikat (ditanda tangani pemohon dan Kepala 
Desa/Kelurahan); 
d. Kutipan Daftar Buku C Desa/Letter C Desa (ditanda tangani oleh 
Kepala Desa/Kelurahan); 
e. Berita Acara Kesaksian Kepemilikan bidang tanah (ditanda tangani 2 
orang saksi, seorang Sekertaris Desa/Kelurahan dan Seorang Perangkat 
Desa/Pegawai Kelurahan); 
f. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (ditanda tangani 
pemohon dan 2 orang saksi, Sekertaris Desa/Kelurahan dan Perangkat 
Desa/Kelurahan); 
g. Surat Pernyataan Atas Batas dan Luas Tanah (ditanda tangani Pemohon 
di yang dibubuhi materai). 
2. FotoCopy KTP Pemohon yang dilegalisir oleh Kelurahan / Kepala Desa; 
3. Asli surat bukti pemilikan tanah Girik / Petuk C / Letter C yang memuat 
Nomor Persil / Nomor Patok, Klas, Luas bidang tanah; 
4. Bukti Pemilikan tanah : 
a. Apabila diperoleh dari hibah / jual beli sebelum Tahun 1997 
melampirkan surat pernyataan hibah / jual beli, apabila diperoleh 





b. Apabila diperoleh dari waris, maka melampirkan surat keterangan waris 
dan surat pernyataan pembagian waris. 
1. Surat Kuasa, apabila permohonan tanah di kuasakan kepada PPAT/PPATS 
Kecamatan; 
2. Mengisi blanko Daftar Isian 201 (Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang 
Tanah dan Penetapan Batas) yang di isi oleh pihak dari Desa/Kelurahan. 
Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud di atas 
tidak lengkap atau tidak ada, maka pembuktian kepemilikan atas bidang tanah 
itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan 
yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak 
mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat 
kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal, yang menyatakan 
bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut. 
Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal 23 PP No. 24 tahun 1997 tidak ada, 
maka permohonan tersebut harus disertai dengan : 
1. Surat Pernyataan dari permohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut : 
a. Bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan 
selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau telah memperoleh 
penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah 
menguasainya. Sehingga waktu penguasaan pemohon dan 





b. Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik ; 
c. Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu 
dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa 
/ kelurahan yang bersangkutan ; 
d. Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa ; 
e. Bahwa apabila pernyataaan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai 
dengan kenyataan, penanda tangan bersedia dituntut di muka 
persidangan secara pidana maupun perdata karena memberi 
keterangan/atas kesaksian palsu yang diberikan. 
2. Keterangan dari Kepala Desa / Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai 
tetua adat setempat dan / atau penduduk yang sudah lama bertempat 
tinggal di desa / kelurahan letak tanah yang bersangkutan tidak mempuyai 
hubungan kekeluargaan dengan pemohon sampai derajat kedua baik dalam 
kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang 
dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan dinas. 
Didalam pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah yang merupakan 
tanda bukti hak atas tanah yang kuat, dalam rangka pembukuan hak atas tanah 
sampai terbitnya sertipikat itu sendiri meliputi beberapa kegiatan dan waktu 
yang diperlukan. Kegiatan pelaksanaan pensertipikatan tanah meliputi 
kegiatan dari menyiapkan formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka 
konversi hak atau tanah bekas hak adat sampai pada tingkat kegiatan 





lapangan atau ke lokasi atas letak tanahnya di desa yang dilakukan oleh 
petugas yang ditunjuk oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal ini peranan Kepala 
Desa/Kelurahan sangatlah penting, karena letak dari tanah yang berlokasi di 
desa-desa yang mengetahui tentang data-data tanah adalah Kepala Desa / 
Lurah / Camat setempat. 
 
Apabila semuanya benar, maka Kepala Desa/Kelurahan membuatkan 
Surat Keterangan yang membenarkan tanda bukti kepemilikan tanah serta 
melegalisir surat pernyataan pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dalam 
sengketa, karena apabila tanah tersebut masih dalam sengketa maka masih 
harus diselesaikan dahulu kemudian baru dapat dilakukan proses 
pensertipikatan. Sehingga dengan demikian maka dirasakan pentingnya peran 
Kepala Desa/Kelurahan dalam kaitannya memberikan keterangan mengenai 
pemilikan atau penguasaan hak-hak atas tanah serta perbuatan hukum yang 
berkenaan dengan hak atas tanah didalam pensertipikatan tanah. 
Adapun prosedur pendaftaran tanah pertama kali pada tanah yang belum 
bersertipikat yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 










PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK 
PERTAMA KALI PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT 



















1. Penyelesaian di loket     1 Hari 
2. Penyelesaian di Seksi Infrastruktur Pertanahan   20 Hari 
3. Penyelesaian di Seksi Hubungan Hukum Pertanahan   86 Hari 
4. Penyelesaian di Kepala Kantor    7 Hari 
5. Administrasi dan pembukuan sertipikat   7 Hari 
6. Penyerahan Sertipikat ke Loket     3 Hari 





2. Membuat perincian 
biaya 
3. Pengembalian 
berkas yang tidak 
lengkap 
4. Pemberian lembar  
tanda bukti terima 
berkas 
5. Pembayaran 








pemeriksaan Subyek DI 
301 




1. Pengisian DI 301 
2. Pengukuran dengan 
hasil peta bidang tanah 































1. Administrasi dan 
Pembukuan 
sertipikat 











Dalam bagan loket terdapat 4 (empat) loket yang disediakan di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang, sesuai dengan tugasnya masing-masing 
loket adalah : 
 Loket 1 : Loket Informasi; 
 Loket 2 : Loket Pendaftaran Permohonan dan Penerimaan Berkas; 
 Loket 3 : Loket Pembayaran dan Penyerahan Bukti Pembayaran; 















Keterangan alur kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali pada tanah 
yang belum bersertipikat menurut SPOPP (Standar Prosedur Operasi 
Pengaturan dan Pelayanan) Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota : 
NO URAIAN KEGIATAN WAKTU 
(HARI) 
KETERANGAN 
1,2 Petugas loket 2 
- Menerima dan meneliti fisik dokumen 
- Membuat dan memberikan STTD 
kepada pemohon 
- Meneliti kelengkapan materi dokuman, 
jika lengkap diserahkan ke petugas 
loket 3, jika tidak lengkap diserahkan 
ke pemohon*) 
- Membuat SPSS 
- Menyerahkan dokumen ke petugas 
loket 3 
2 *)Pemohon menyerahkan STTD 
 
 
SPS asli diberikan kepada pemohon, 
dengan membawa SPS asli dan 
STTD, melakukan pembayaran ke 
petugas loket 3 
3 Petugas loket 3 
- Menerima biaya dari pemohon sesuai 
SPS 
- Melakukan pencatatan pada DI 305 
- Membuat kuitansi DI 306  
- Mencantumkan nomor dan tanggal DI 
305 pada STTD 
- Menyerahkan dokumen kepada petugas 
loket 2 
2 DI 306 asli diserahkan kepada 
pemohon 
4 Petugas loket 2 
- Melakukan pencatatan pada DI 301 
- Melakukan pencatatan pada DI 302 
- Mencantumkan nomor dan tanggal DI 
301 dan DI 302 pada STTD dan 
menyerahkan kembali kepada pemohon  
- Meyerahkan dokumen kepada Petugas 






5,6 Petugas Pelaksana Pengukuran dan 
Pemetaan 
- Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan 
(untuk keperluan pendaftaran pertama 
kali)  
- Kegiatan Panitia Pemeriksa Tanah 
(diatur lebih lanjut dalam SPOPP) 
25 Dari kegiatan Pengukuran dan 
Pemetaan :  
- GU  
- Risalah Penelitian Data Yuridis 
dan Penetapan Batas (DI 201 
bagian I) 
- Berita Acara Penataan Batas (DI 
201A) jika dilakukan penataan 
batas  
- Peta Bidang  
- Daftar Tanah 
 
 Untuk kegiatan pengukuran dari 
Panitia A waktunya disesuaikan 
7 Petugas Pelaksana Pendaftaran Hak 
(PH) 
Membuat  
- Dokumen Pengumuman Data Fisik dan 
Data Yuridis (DI 201B) 
- Daftar Data Yuridis dan Data Fisik 
Bidang Tanah (DI 201C) 
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan 
Penetapan Batas (DI 201) bagian II 
- Menyerahkan dokumen ke Kasubsi PH 
2  
8,9 Kasubsi PH 
Mengoreksi dan memberi paraf  
- Dokumen Pengumuman Data Fisik dan 
Data Yuridis (DI 201B) 
- Daftar Data Yuridis dan Data Fisik 
Bidang Tanah (DI 201C)  
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan 
Penetapan Batas (DI 201) bagian II 








Kasi HHP (Hubungan Hukum 
Pertanahan) 
Mengoreksi dan memberi paraf  
- Dokumen Pengumuman Data Fisik dan 
Data Yuridis (DI 201B)  
- Daftar Data Yuridis dan Data Fisik 
Bidang Tanah (DI 201C)  
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan 
Penetapan Batas (DI 201) bagian II  







Mengoreksi dan menandatangani 
- Dokumen Pengumuman Data Fisik dan 
Data Yuridis (DI 201B)  
- Daftar Data Yuridis dan Data Fisik 
Bidang Tanah (DI 201C)  
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan 
Penetapan Batas (DI 201) bagian II 





Petugas Pelaksana PH 
- Memberi tangal dan nomor 
pengumuman 
- Meyerahkan pengumuman ke TU untuk 
dikirim ke Desa/Kelurahan  
- Memasang pengumuman *) selama 60 
hari sejak tanggal pengumuman 
- Melanjutkan ke Subrutin pembuatan 
SU dan Subrutin Pembukuan Hak  
- Setalah pengumuman selesai, mencatat 
pada DI 202 dan mencatat pada DI 201 
bagian IV, V dan VI  
- Menyerahkan dokumen kepada Kasubsi 
PH 
60+5 *) terdiri dari :  
- Pengumuman Data Fisik dan Data 
Yuridis (DI 201B)  
- Daftar Data Yuridis dan Data Fisik 
Bidang Tanah (DI 201C) 
- Peta Bidang  
- Untuk kegiatan pengukuran dan 









- Meneliti dan memaraf DI 201 dan DI 
202  






- Meneliti dan memaraf DI 201 dan DI 
202  






- Meneliti dan menandatangani DI 201 
dan DI 202 (termasuk ada keberatan 
atau tidak)  
- Menyerahkan dokumen ke Petugas 
Buku Tanah 
2  
24 Petugas Pelaksana PH 
- Membuat Buku Tanah dan Sertipikat 
- Melakukan pembukuan pada DI 204*) 
- Menyerahkan dokumen pada Kasi HHP 
5 *)Mencari Kartu Identitas lama jika 
pemohon sudah memilikisertipikat 
sebelumnya untuk memasukkan 
nomor hak yang baru/membuat kartu 
nama baru jika penerima hak belum 




Mengoreksi dan memeriksa 
- Jika benar memaraf Buku Tanah dan 
sertipikat  
- Jika salah mengembalikan kepada 
Petugas Pelaksana PH 









Mengoreksi dan memeriksa 
- Jika benar memaraf Buku Tanah dan 
sertipikat 
-  Jika salah mengembalikan kepada 
Petugas Pelaksana PH 






Mengoreksi dan memeriksa 
- Jika benar memaraf Buku Tanah dan 
sertipikat 
- Jika salah mengembalikan kepada 
Petugas Pelaksan PH 
Menyerahkan dokumen kepada Petugas 
Pelaksana PH 
  
31 Petugas Pelaksana PH 
- Melakukan pembukuan pada DI 312*) 
- Mencantumkan nomor dan tanggal DI 
312 pada BT-Sertipikat  
- Melakukan pembukuan pada DI 208**)  
- Mencantumkan nomor dan tanggal DI 
208 pada BT-Sertipikat  
- Membubuhkan stempel garuda pada 
BT-Sertipikat dan SU 
- Melakukan pembukuan pada DI 307 · 
Menginformasikan kepada Petugas 
Loket 2 untuk pencoretan DI 301 
bahwa sertipikat selesai proses  
- Menginformasikan kepada Petugas 
Pengolahan untuk updating DI 203 
- Menginformasikan kepada Petugas 
Loket 2 untuk updating DI 203  
- Menyerahkan dokumen ke Petugas 
Arsip 
- Meyerahkan Sertifikat ke Petugas 
Loket 4 
2 *)Tanggal pembukuan Buku Tanah 
dan sertipikat adalah tanggal 
penandatanganan / legalisasi pejabat 
berwenang pada Buku Tanah dan 
sertipikat  
**) Tanggal penerbitan Buku Tanah 
dan sertipikat  adalah tanggal 
penandatanganan / legalisasi pada 





32 Petugas Pelaksana PPK 
- Melakukan pencatatan pada DI 302 
2  
33 Petugas Loket 4 
- Melakukan pencatatan pada DI 301A 
- Menyerahkan sertifikat pada pemohon 
2  
34 Petugas Arsip – Warkah dan Buku 
Tanah 
- Melakukan pengarsipan Warkah dan 
Buku Tanah 
2  
35 Petugas Pelaksana PH 
- Memperbaiki dokumen pengumuman  
- Memperbaiki DI 202 
-  Memperbaiki Buku Tanah dan 
sertipikat 




       Berdasarkan ketentuan dalam SPOPP (Standar Prosedur Operasi 
Pengaturan dan Pelayanan) Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota, jangka 
waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pensertipikatan  tanah 
pada tanah yang belum bersertipikat dibagi dalam waktu 25 hari untuk 
melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, 60 hari ditambah lima hari 
untuk kegiatan pengumuman dan pelaksana tugas dari PH, sisanya adalah 
waktu yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan, pencatatan dan 
pembukuan. Jangka waktu tersebut tidak bisa secara mutlak harus selesai 
dengan jangka waktu tersebut dikarenakan untuk mengatasi hambatan yang 
dihadapi dalam proses pengukuran dan pemetaan. Berdasarkan ketentuan 





belum bersertipikat dan jangka waktu penyelesaiaannya maka waktu yang 
dibutuhkan adalah 124 hari. Yang terbagi dalam tahap – tahap : 
1. Penyelesaian di loket      1 Hari 
2. Penyelesaian di Seksi Infrastruktur Pertanahan   20 Hari 
3. Penyelesaian di Seksi Hubungan Hukum Pertanahan  86 Hari 
  4. Penyelesaian di Kepala Kantor    7 Hari 
  5. Administrasi dan pembukuan sertipikat   7 Hari 
  6. Penyerahan Sertipikat ke Loket     3 Hari 
Jumlah  124 Hari 
 
Pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah memerlukan sejumlah biaya 
yang harus dibayarkan oleh pemohon. Pada dasarnya biaya yang dikeluarkan 
untuk pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum bersertipikat 
adalah: 
a. Biaya Pendaftaran untuk Pertama Kali 
Berdasarkan Peraturan KABPNRI NO. 1 Tahun 2010 Juncto Peraturan 
Menteri ATR/BPN No. 4 Tahun 2016 Pembiayaan PP No. 128 Tahun 
2015, mengenai Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yangberlaku Pada Badan Pertanahan Nasional biaya yang dikeluarkan oleh 
pemohon adalah sebesar Rp 50.000,00 
b. Biaya Pengukuran Bidang Tanah 
Berdasarkan Peraturan KABPNRI NO. 1 Tahun 2010 Juncto 
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 4 Tahun 2016 Pembiayaan PP No. 128 





yangberlaku pada Badan Pertanahan Nasional biaya yang dikeluarkan oleh 
pemohon sebesar Rp. 100.000,00 ditambah dengan biaya pengukuran 
lapang yaitu : 
 Luas : 500 = .... × Rp. 80.000,00 (Untuk Non Pertanian) 
 Rp. 40.000,00 (Untuk Pertanian) 
c. Biaya Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A 
Berdasarkan Peraturan KABPNRI NO. 1 Tahun 2010 Juncto 
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 4 Tahun 2016 Pembiayaan PP No. 128 
Tahun 2015, mengenai Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional biaya yang dikeluarkan 
oleh pemohon sebesar Rp. 350.000,00 
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang tentunya tidak begitu saja berjalan tanpa hambatan, 
berikut ini disebutkan hambatan yang timbul dalam proses pendaftaran 
tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang : 
a. Kurangnya sarana dan prasarana seperti alat-alat ukur bidang tanah, 
kendaraan operasional, sarana komputer dll;  
b. Minimnya jumlah petugas, khusunya petugas ukur yang tidak setara 
dengan jumlah volume perkerjaan yang ada pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang;  
c. Sistem komputer/Aplikasi Komputerisasi yang ada seringkali 






Sedangkan hambatan yang timbul dalam proses pendaftaran tanah 
pada masyarakat adalah : 
a. Tingkat kesadaran dan minat masyarakat untuk mensertipikatkan 
tanah mereka masih rendah; 
b. Tanah tidak/ belum dipasangi patok tanda batas tanah, sehingga batas 
tanahnya tidak jelas. 
c. Penunjukan batas yang tidak dihadiri oleh pemilik yang bersebelahan 
sehingga proses pengukuran yang terhambat; 
d. Berkas-berkas persyaratan yang belum lengkap sehingga harus 
dikembalikan lagi kepada pemoon untuk segera dilengkapi; 
e. Pemohon tidak hadir dalam pengukuran bidang tanah; 
f. Pemilik tanah sudah tidak mengetahui asal muasal tanah/ riwayat 
tanah karena tanah tersebut diperoleh melalui jual beli dibawah 
tangan; 
g. Luas tanah tidak sesuai dengan luas yang tertera pada bukti-bukti 
Letter C Desa/ Kelurahan. 
Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara 
lain yakni: 
1. Dari Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang : 
a. Lebih meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang; 
b. Melibatkan Perangkat Desa/Kelurahan ikut membantu dalam kegiatan 





c. Melakukan back-up data setiap hari untuk mengantisipasi hilangnya 
data-data apabila terjadi eror pada komputer.  
2. Dari Masyarakat : 
a. Untuk mengatasi permasalahan minimnya/ rendahnya minat masyarakat 
untuk mensertipikatkan tanah mereka, Kantor Pertanahan Kabupetan 
Pemalang terus meningkatkan penyuluhan-penyuluhan/sosialisasi 
intensif agar masyarakat lebih tertarik untuk mensertipikatkan tanah 
mereka; 
b. Pemasangan patok/ tanda batas pada waktu pengukuran bidang tanah, 
disaksikan oleh pemilik tanah dan tetangga yang berbatasan; 
c. Berkas-berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan 
secepatnya dikembalikan untuk di cek ulang oleh Panitia A; 
d. Dilakukan pengukuran pada lain waktu dan sesegera mungkin; 
e. Melakukan kerjasama dengan sesepuh desa setempat yang dianggap 
mengetahui asal muasal tanah yang akan diukur; 
f. Tidak sesuainya luas tanah yang tertera pada bukti-bukti kepemilikan 










  BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari data yang dikumpulkan setelah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa : 
1. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah di Desa 
Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dapat 
dikatakan cukup baik. Sebagian besar masyarakat Desa Watukumpul 
sudah cukup memahami syarat-syarat, mekanisme, dan memahami semua 
formulir yang tertera dalam mensertipikatkan tanahnya di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang atau Kantor Notaris/PPAT Kecamatan 
setempat. Selain itu masyarakat juga mulai paham apabila tidak memiliki 
sertipikat tanah merupakan rawan terjadinya klaim sepihak, sengketa 
tanah, dan sebagainya. 
2. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah di Desa 
Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dapat diukur 
dari indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, 
dan pola perilaku masyarakat. Tingkat Kesadaran Hukum Desa 
Watukumpul kian meningkat dari tahun ke tahun setelah adanya program 
pemerintah seperti Prona dan PTSL. Masyarakat Desa Watukumpul pada 
umumnya sudah mengetahui bahwa tanah yang dimiliki harus didaftarkan 





3. masyarakat dan terhindar dari sengketa atau konflik pertanahan, juga 
sewaktu-waktu dapat diagunkan apabila membutuhkan modal sebagai 
usaha. 
4. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 
dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran 
tanah, antara lain dengan cara : 
a. Sosialisasi atau Penyuluhan  
b. Proyek Nasional Agraria (Prona)  
c. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) 
d. Sertipikasi Tanah Nelayan 
e. Sertipikasi Tanah Petani 
f. Sertipikasi Usaha Kecil Menengah (UKM) 
g. Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (LARASITA) 
 
B. Saran 
Saran dalam penelitian ini antara lain : 
1. Bagi Pemerintah harus seintens mungkin mengadakan sosialisasi atau 
penyuluhan mengenai pentingnya pensertipikatan tanah, baik prosedur, 
biaya dan persyaratan yang diperlukan agar minat masyarakat 
khususnya di Desa Watukumpul bukan hanya cukup baik, namun 
menjadi positif dan antusias. 
2. Kepada masyarakat, apabila tidak mengetahui bagaimana sistem 





RT atau RW setempat, jika belum memiliki jawaban yang puas, 
bertanyalah ke kantor notaris terdekat atau PPATS setempat guna 
menghindari oknum yang menyalahgunakan pendaftaran tanah untuk 
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